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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



GAMBARAN UMUM

21 367 5 

Kab. Temangung

Kab.
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D.I. Yogyakarta

Kab. Purworejo

Kab. 

Semarang



CAPAIAN 2018 :  69,11
JAWA TENGAH : 71,12
NASIONAL : 71,39
TARGET 2021  : 69,83

KONDISI MAKRO
“Indeks Pembangunan Manusia”
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KONDISI 2019 : 10,67 %
JAWA TENGAH  : 10,80 %

NASIONAL : 9,41 %
TARGET 2021  : 8,78%-9,78%

KONDISI MAKRO
“Angka Kemiskinan”

• Perkembangan persentase
kemiskinan Kab. Magelang
sudah sejalan dengan Pusat dan
Provinsi (menunjukan tren yang
menurun)

• Posisi capaian persentase
kemiskinan Kab. Magelang
Tahun 2018, berada dibawah
Provinsi tetapi masih berada di
atas capaian nasional





KONDISI MAKRO

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2014

5,38

2016
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5,31

2018

5,18

2015

5,43

CAPAIAN 2018 :  5,43%
JAWA TENGAH : 5,32%
NASIONAL : 5,27%

TARGET 2021  : 5,2% – 5,7%

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran Terbuka
CAPAIAN 2018 :  2,91%
JAWA TENGAH : 4,51%
NASIONAL : 5,34%

TARGET 2021  : 2,25% – 2,65%

7,45

5,16

2,44

2,91

5,68

4,99
4,57 4,51

5,94
6,18

5,5 5,34

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2017 2018

Kab. Magelang Prov. Jateng Nasional



KONDISI MAKRO
“Inflasi”

CAPAIAN 2019 :  2,72%
JAWA TENGAH : 2,81%
NASIONAL : 2,72%

TARGET 2021  : 2,5% – 4,0%

PENYUMBANG INFLASI MENURUT 
KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN 2019
1. Sandang (4,93%)
2. Bahan Makanan (4,28%)
3. Makanan Jadi, Minuman dan Rokok 

(3,97%)
4. Kesehatan (3,46%)
5. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 

(3,25%)
6. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 

Bahan Bakar (1,75%)
7. Transport, Komunikasi dan Jasa 

Keuangan (0,17%) 

2015 2016 2017 2018 2019

Kab. Magelang 3,6 2,86 3,47 2,66 2,72

Prov. Jateng 2,73 2,36 3,71 2,83 2,81

Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72
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KERANGKA KEUANGAN 

dan

EKONOMI DAERAH 



KERANGKA KEUANGAN DAERAH

NO URAIAN Realisasi 2018 Target 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 *)

I PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 325.098.327.236 427.614.179.270 406.095.299.000 427.176.576.150

1 Pajak Daerah 124.444.072.963 139.331.510.000 154.840.377.355 171.160.239.150

2 Retribusi Daerah 18.186.191.392 33.972.851.270 46.334.305.486 37.940.604.000

3 Hasil Perusahaan 
Milik Daerah dan 
Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

28.634.358.666 25.560.305.000 27.548.499.396 29.044.666.000

4 Lain-lain PAD Yang 
Sah 153.833.704.215 228.749.513.000 177.372.116.763 189.031.067.000

1. Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAPATAN

*) Proyeksi 2021 sesuai Perda No 5 Tahun 2019 ttg RPJMD Kab Magelang 2019-2024



NO URAIAN Realisasi 2018 Target 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 *)

II
BAGIAN DANA 
PERIMBANGAN

1.398.132.841.570 1.538.049.441.000 1.569.695.524.000 1.576.048.341.818 

1
Bagi Hasil 
Pajak/Bukan 
Pajak 

36.431.591.975 36.150.173.000 36.028.834.000 37.865.526.116 

2
Dana Alokasi 
Umum (DAU)

1.060.540.612.000 
1.091.002.259.000 1.109.430.605.000 

1.175.067.333.702 

3
Dana Alokasi  
Khusus (DAK)

301.160.637.595 363.115.482.000 374.065.573.000 363.115.482.000 

4
Dana Insentif 
Daerah (DID

- 47.781.527.000 50.170.512.000 

2. Bagian Dana Perimbangan

*) Proyeksi 2021 sesuai Perda No 5 Tahun 2019 ttg RPJMD Kab Magelang 2019-2024



NO URAIAN Realisasi 2018 Target 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 *)

III LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG 
SAH

581.273.629.232 644.163.935.000 667.015.401.000 663.878.308.000 

1 Hibah
91.762.241.127 109.619.800.000 109.619.800.000 

109.619.800.000 

2 Dana  Bagi Hasili 
Pajak dr Prov. Dan 
Pemerintah 
Daerah Lainnya

154.791.322.105 151.472.358.000 162.385.323.000 
171.186.731.000 

3 Dana penyesuaian 
dan otsus

- - - -

4 Bantuan 
Keuangan dari 
Prov. Atau 
Pemerintah 
Daerah Lainnya

9.359.234.000 
- -

5 Dana Desa 325.360.832.000 383.071.777.000 395.010.278.000 
383.071.777.000 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

*) Proyeksi 2021 sesuai Perda No 5 Tahun 2019 ttg RPJMD Kab Magelang 2019-2024



II. BELANJA

NO URAIAN Realisasi 2018 Target 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 *)

2.1. Belanja Tidak Langsung 1.469.755.920.226 1.618.062.669.100 1.662.470.964.000 1.648.886.034.690 

1 Belanja Pegawai 843.116.457.075 900.637.044.000 923.633.387.000 880.097.036.420 

2 Belanja Bunga -

3 Belanja Subsidi -

4 Belanja Hibah 55.322.664.784 65.877.835.000 66.990.180.000 73.224.960.000 

5 Belanja Bantuan Sosial 40.944.365.000 25.804.725.000 8.268.100.000 43.343.750.000 

6 Belanja Bagi Hasil Kpd 
Prov/Kab/Kota/Desa

15.546.920.254 19.200.797.000 21.899.049.000 22.806.589.170 

7 Belanja Bantuan 
Keuangan

513.879.513.113 601.542.268.100 636.680.248.000 624.413.699.100 

8 Belanja Tidak Terduga 946.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 

2.2. Belanja Langsung 1.018.093.312.487 1.052.784.602.000 1.069.808.121.000 1.075.142.257.505 

Surplus / (Defisit) (183.344.434.675) (61.019.715.830) (89.472.861.000) (56.925.066.227)

*) Proyeksi 2021 sesuai Perda No 5 Tahun 2019 ttg RPJMD Kab Magelang 2019-2024



Uraian Realisasi 2018 Target 2019 Target 2020 Proyeksi 2021 *)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 565.955.368.294 71.223.715.830 118.772.058.088 72.629.066.227

SILPA TA sebelumnya 434.704.300.294 71.223.715.830 95.176.861.000 72.629.066.227

Pencairan Dana Cadangan 131.251.068.000 0 0

Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan

- -

Penerimaan Piutang daerah

Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman Daerah

- - - -

Penerimaan Hasil Penarikan

Pengeluaran Pembiayaan 565.955.368.294 71.223.715.830 95.176.861.000 72.629.066.227

Pembentukan Dana Cadangan 25.755.000.000 10.204.000.000 5.704.000.000 15.704.000.000

Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemda -

0 0 10.000.000.000

Pembayaran Pokok Utang

Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

Pembayaran Pengembalian 
Pajak.

PEMBIAYAAN NETTO 540.200.368.294 61.019.715.830 89.472.861.000 56.925.066.227

III. PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 
Rencana (SILPA)

356.855.933.619 0 0 0

*) Proyeksi 2021 sesuai Perda No 5 Tahun 2019 ttg RPJMD Kab Magelang 2019-2024



Target Indikator Makro Ekonomi 
Tahun 2021

No. Indikator Ekonomi Target

1 Pertumbuhan Ekonomi 5,2 – 5,7 %

2 PDRB Perkapita ADHB Rp.28,21 Juta

3 Inflasi 2,5 – 4 %



PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN 
DAERAH



1)

2)

3)

4)

CITA

1
Pembangunan Islamic center

Belanja Hibah untuk  pembangunan tempat ibadah

KEHIDUPAN 
BERAGAMA 

DAN AKHLAK 
MULIA

Bantuan Pembangunan tempat ibadah

Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniah,
TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.

Belanja Hibah kepada ormas keagamaan, pesantren,

madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim

“meningkatkan 
kualitas kehidupan

beragama untuk
mewujudkan akhlak

mulia”

Peningkatan kesejahteraan guru ngaji 

Belanja Hibah uang kepada guru mengaji dan guru

rohani di lembaga non fromal

Pembangunan Islamic centre, kerjasama pemerintah

provinsi dan kabupaten



a). Peningkatan Sarpras SD (APBD) 
b). Peningkatan Sarpras SD (DAK) 
c). Peningkatan Sarpras SMP (DAK)
d). Peningkatan Sarpras SMP (APBD)
e). Alat Tulis Siswa Pra SD (SPM PAUD)

a). Beasiswa SD
b). Beasiswa SMP
c). Program Indonesia Pintar (PIP) SD
d) Program Indonesia Pintar (PIP) SMP

a). Beasiswa sekolah lanjut (S1)
b). Beasiswa sekolah lanjut (S2)

PENDIDIKAN
“Meningkatkan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan 

peningkatan mutu pendidikan”

CITA

2

Pemberian beasiwa bagi siswa miskin dan
mahasiswa miskin

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas 
pendidikan

Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai
Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru
PAUD/ TK.

4. Peningkatan kompetensi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

Peningkatan dan pengembangan Sekolah
Menengah Atas dan Kejuruan

a) Fasilitasi pelatihan  bagi pencari  kerja dan ujian 
Sertifikasi bagi tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi 
keterampilan

b) Jumlah Pencari kerja yang bekerja
c) Pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta (LPKS) yang memenuhi ketentuan
d) Prosentase pekerja yang lulus pelatihan

a) GTT Negeri lulus uji kompetensi (UMK)
b). PTT Negeri lulus uji kompetensi (Rp. 1 juta)
c). GTT  dan PTT Negeri tidak lulus uji kompetensi (K2)
d) GTT dan PTT Negeri tidak lulus uji kompetensi (Satap)

e). GTT dan PTT Negeri tidak lulus uji kompetensi (Bosda)

1)

2)

Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik
melalui pendidikan formal maupun nonformal

6)

5)

4)

3)



CITA

3

KESEHATAN

1). Bantuan Ambulan desa.
Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa

2). Mengoptimalkan layanan Puskesmas Rawat Inap
Layanan yang akan dioptimalisai adalah layanan melalui penambahan sarana prasarana dan Sumber Daya

Manusia

3). Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag dan Salaman).
Pelayanan RS tanpa kelas Candi Umbul (Grabag) dan Bukit Menoreh (Salaman)

4). Peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah
a) Melengkapi kekurangan persyaratan, sarana prasarana dan SDM di RS Merah Putih
b) Meningkatkan pelayanan sesuai standar pelayanan
c) Meningkatkan nilai akreditasi RS menjadi Type C paripurna
d) Mewujudkan puskesmas terakreditasi

5). Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit
a) Peningkatan pelayanan puskesmas dengan pembangunan gedung puskesmas
b) Pengadaan sarana dan prasarana
c) Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

6). Peningkatan kesejahteraan kader posyandu
Pemberian hibah uang kepada kader posyandu

7). Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan.
Peningkatan kompetensi, dan keahlian bagi tenaga kesehatan serta penambahan jumlah tenaga medis dan
paramedis

“meningkatkan 
layanan

kesehatan
masyarakat yang 
semakin baik dan

terjangkau”



2)

1)

CITA

4
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

“ penurunan angka kemiskinan secara signifikan melalui 
penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi”

RTLH Plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

a) Belanja bansos dengan pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat miskin agar
memiliki rumah yang layak huni, bersanitasi layak.

b). Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah untuk MBR
c). Bantuan Keuangan Provinsi untuk RTLH

Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua
Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun)

a). Peningkatan kapasitas anggota TPK kecamatan dan Desa (Bimtek), Pelaksanaan Monev dan Pemberian TPK
Awards bagi TPK Desa dengan kinerja yang terbaik

b). Verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh desa dibawah koordinasi Dinsos
c). Koordinasi pemutakhiran data kemiskinan per desa, serta pelaporan kegiatan/aktivitas penanggulangan

kemiskinan di desa

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
difabel, Jamkes “Semesta”

a). Rehabilitasi Sosial
b). Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah
c). Perlindungan dan Jaminan Sosial
d). Penanganan Fakir Miskin

e). Pemberdayaan Sosial
f). Fasilitasi Komda Lansia
g). Optimalisasi Data Kemiskinan
h). Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan



4)

i). Pembiayaan Iuran BPJS bagi masyarakat miskin dan pembiayaan
jamkesda non peserta BPJS

j). Melakukan verivikasi dan rekomendasi untuk pemberian bantua
sosial berupa, bantuan biaya rawat inap di rumah sakit bagi
pasien non peserta BPJS dan non jamkesda (Bansos Tak
terencana)

Bantuan Modal dan Alat bagi warga miskin

a). Pembinaan dan bantuan untuk pemanfaatan pekarangan
b). Pemberian bantuan kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK

non miskin yang terfasililtasi
c). Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja jumlah

pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang
d). Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan

melalui pelatihan dan pemberian bantuan

Lanjutan ..



PENGEMBANGAN PERTANIAN, PARIWISATA DAN UKM
“pemanfaatan sektor pertanian, pariwisata dan UKM

untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat”

Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk Pertanian
Organik

a). SL GHP padi, jagung dan pembinaan kelompok tani organik

tanaman pangan
b). SL GHP buah dan flori, peralatan, sarana dan prasarana pasca panen

buah dan flori
c). penumbuhan sentra buah local
d). Sarpras pasca panen sayuran dan tanaman obat, SL GHP, pendampingan

sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat
e). penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan

pameran hasil penyuluhan pertanian dan adanya kerjasama lembaga
pemasaran dan dengan lembaga tani

f). Sertifikasi luas lahan organik komoditas kopi
g). Bantuan untuk kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin
h). Penyediaan sarana prasarana peternakan (unit)
i). Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan

dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan
j). akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)
k). Bantuan untuk pokdakan pembibitan dan pembudidaya kolam

pekarangan (KK non miskin)
l). produksi benih ikan BBI

m). Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan

CITA

5

1) 2)
Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan 
lokal dan berbasis masyarakat

a). Pelatihan dan pembinaan SDM Pokdarwis 

b). Pelatihan dan pembinaan usaha pariwisata
c).   Fasilitasi komunitas ekonomi kreatif

3)
Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan 
strategis

Fasilitasi pelaksanaan even, pengem-

bangan pemasaran dan promosi DTW serta

pengembangan jaringan pariwisata

4)
Pembangunan Pusat Seni Budaya dan Pariwisata/
Anjungan Cerdas

Dalam rangka pengembangan KSPN Borobudur,
direncanakan Pembangunan DTW pariwisata yang
terintegrasi. Pusat informasi wisata cinderamata,
kuliner atraksi dan pertunjukan seni dan budaya, dan
rest area



5) Pemberdayaan UKM dan Koperasi berbasis sumberdaya lokal

a). Pengembangan jaringan kemitraan UMKM dengan pengusaha dan
perbankan serta penyelenggaraan dan mengikuti event pameran
produk UMKM

b). Pembinaan, penataan Pedagang Kaki Lima yang terbina dan
tertata serta penyediaan lahan PKL

c). Pembinaan pedagang asongan
d). Pelatihan dan fasilitasi hibah bansos bagi usaha mikro
e). Fasilitasi perijinan usaha bagi UMKM

Lanjutan ..



a) Pembangunan dan Peningkatan Jalan
b) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan
c) Pembangunan pelengkap jalan berupa jembatan, trotoar, drainase,

talud penahan tanah dan gorong-gorong jalan
d) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
e) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan Gedung pemerintah
f) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
g) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

a) Pembangunan dan Pemeliharaan Halte
b) Penataan dan Pembinaan Angkutan
c) Pembangunan dan Pemeliharaan LPJU
d) Pemeliharan dan Pengadaan Sarana Pelengkap Jalan (ITS, Rambu,

Guardrail, Marka, Zebra Cross, APILL)

1)
Peningkatan infrastruktur (jalan,jembatan, bendung,
embung, irigasi, dan sarana ekonomi)

Peningkatan aksesibitas dan konektifitas di seluruh
wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan
potensi di masing-masing wilayah.

2)

CITA

6

SARANA DAN 
PRASARANA 
PUBLIK

“peningkatan 
kualitas dan 

kuantitas 
sarana-

prasarana 
publik”



LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengelolaan Kawasan Borobudur, Merapi 
dan Sumbing berbasis konservasi untuk 
kesejahteraan masyarakat
a. Fasilitasi penyelesaian aduan kasus

lingkungan hidup
b. Menginisiasi dan mengawal : Sekolah 

Adiwiyata, Kalpataru, Kampung Iklim
c. Fasilitasi perijinan lingkungan hidup dan

monitoring perijinan lingkungan hidup

2. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) 
dan Pengelolaan Sampah Berbasis 
Masyarakat

Menginisiasi dan mengawal memfasilitasi
Bank Sampah

5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan 
Penataan Hunian Kumuh

a. Pengelolaan dan peningkatan kualitas
taman dan Ruang Terbuka Publik

b. Identifikasi potensi RTH dan Pembangunan 
RTH di Sekolah dan Perdesaan

c. Jumlah permukiman kawasan kumuh yang 
ditangani

d. Jumlah kawasan permukiman yang 
ditingkatkan kualitasnya

e. Penyusunan perencanaan dan
pengendalian kawasan permukiman

4. Konservasi lingkungan hidup termasuk 
perlindungan mata air
a. Upaya mempertahankan fungsi Kawasan

resapan air
b. Pengelolaan lahan untuk pengurangan

lahan kritis di Daerah Rawan Bencana

“peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi
untuk kesejahteraan masyarakat”

3. Penyediaan sarana dan prasarana 
persampahan
Penyediaan Sarana Penanganan Sampah dari
hulu sampai dengan hilir

CITA
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BIROKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN

“pemberian layanan publik yang semakin transparan, 

partisipatif, inovatif dan akuntabel”

CITA

8

1) 2) 3) 4)

E-Goverment/ Smart 

Regency

a) Memfasilitasi pembang-

unan dan Operasionali-

sasi Aplikasi Pendukung

Kinerja SKPD

b) Memfasilitasi terseleng-

garakannya Pelayanan

masyarakat berbasis TIK

dengan ukuran Indeks

SPBE

c).Mensosialisasikan in-

formasi dengan berbagai

media public

d). Pengelolaan Informasi

melalui berbagai media:

Radio, Majalah, Media

on Line

Optimalisasi Pemanfaat-

an berbagai sumber pen-

dapatan yang inovatif

(CSR, Obligasi daerah

dan kerjasama dengan

dunia usaha)

a). Koordinasi dengan ke-

lompok/lembaga ke-

masyarakatan yang

peduli dengan

pendidikan, kesehat-

an, lingkingan dan

konservasi SDA

Peningkatan layanan publik 

professional dan akuntabel.

a).Kegiatan pelayanan

yang diberikan oleh

SKPD yang langsung

dirasakan oleh

masyarakat, dengan

mengedepankan

keramahan, kecepatan,

ketepatan dan

kepuasan

Sinergi Perencanaan,Peng-

anggaran,Kepegawaian dan

Pengawasan

Pengembangan sistem in-

formasi terintegrasi antara

perencanaan, pengelolaan

keuangan, pengelolaan

barang, pelaksanaan sys-

tem akuntansi, laporan

pertanggungjawaban APD

dan evaluasi, melalui

aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan dan Peng-

elolaan Keuangan Daerah

(SIPPAD)



Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil

Negara (ASN) secara professional dan

akuntabel.

Meningkatkan Kerjasama dengan

lembaga pemerintah, perguruan

tinggi dan swasta

Melanjutkan Reformasi birokrasi

Lanjutan ..

5)

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan

(dokumen kependudukan)

a). Penyediaan Alat – alat dan sarana

prasarana pendukung untuk

pelayanan Admindukcapil

6)

a). Penyusunan SOP 

b). Penyusunan Kerjasama

c). Promosi Potensi Investasi

d). Perjanjian Kerja Sama

e). Monitoring dan evaluasi

7)
a) Penyusunan Raperda APBD dan APBD 

Perubahan

b) Penyusunan Renja RB
c) Percepatan pelaksanaan 8 Area Perubah-an RB
d) Optimalisasi peran dan fungsi Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa
e) Pengembangan inovasi pelayanan publik

8)

a) Evaluasi SOT, Evaluasi Jabatan,

Peningkatan kapasitas

b) Pengembangan kompetensi kualifikasi

pendidikan ASN dan Sertifikasi
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9 1) Peningkatan kondisifitas ketenteraman dan ketertiban

2) Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana (legislasi,kelembagaan dan pendanaan)

a). Pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tibum

tranmas dan pengendalian massa

b). pelaksanaan patroli wilayah

c). pelaksanaan operasi represif non yustisi

d). Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan

Perundang-undangan Daerah (warga negara yang

memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan

perkada)

e). Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran

f). Soisalisasi Bela negara, PPWK (Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Keangsaan)

a). Penyusunan system kebencanan

b). Pengerahan TRC dan Relawan

c). Distribusi logistik

d). penyusunan dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)***

e). Monitoring dan Evaluasi  RPB dan penilaian IKD

KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA

“Peningkatan ketenteraman, ketertiban 
dan kesiapsiagaan menghadapi bencana”



Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan pramuka,  Pendampingan pemuda 
berprestasi dan pengembangan wirausaha pemuda

Peningkatan peran serta Kepemudaan01

a. Pemberdayaan Lembaga/ organisasi pemuda dengan peningkatan
pemahaman Manajemen organisasi, penyuluhan, rakor kepemudaan
bagi pengurus organisasi dan fasilitasi upacara

b. Penyusunan DED, kajian lingkungan dan Amdalalin sport center dan
pemeliharaan Stadion

c. Pengadaan Alat Olahraga

Pembangunan Sport Centre dan pengembangan 
pembinaan olah raga berprestasi02

Dukungan Fasilitasi KONI Kab. Magelang dalam pembinaan atlet olah 
raga sepakbola dan cabang olah raga lainnya
.

Peningkatan pengembangan olah raga sepak bola 
dengan mengoptimalkan peran serta swasta03

a. Pembinaan atlit berprestasi
b. Pembinaan, kompetisi, pengiriman atlit dan pemberian pengahrgaan 

bagi atlit berprestasi

Penghargaan atlet berprestasi04

CITA
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KEPEMUDAAN 
DAN OLAH 

RAGA
“peningkatan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada 
generasi muda untuk 

berprestasi”



PROGRAM DAN KEGIATAN 

PER SKPD



NO SKPD Jumlah

1 DINAS DIKBUD 200.178.375.000

2 DINAS KESEHATAN 274.881.044.832

3 RSUD MUNTILAN 71.782.556.314

4 DPUPR 172.670.365.074

5 DPRKP 8.490.460.000

6 SATPOL PP DAN PK 13.425.517.000

7 KESBANGPOL 1.310.300.000

8 DINSOS PPKB PPPA 17.469.011.100

9 BPBD 6.563.117.000

10 DISPERINAKER 5.955.516.960

11 DISTAN DAN PANGAN 18.073.724.000

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28.834.805.000

REKAPITULASI ANGGARAN PER 

SKPD



NO SKPD Jumlah

13 DISDUKCAPIL 7.874.625.000

14 DISPERMASDES 4.829.000.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 44.493.664.000

16 DISKOMINFO 12.349.300.000

17 DISDAGKOP UKM 29.987.726.100

18 DPMPTSP 2.320.978.525

19 DISPARPORA 25.518.215.000

20 DISPUSPA 3.971.082.000

21 DINAS PETERIKAN 10.063.602.000

22 SEKRETARIAT DAERAH 23.548.145.000

23 SEKRETARIAT DDPRD 21.308.146.000

REKAPITULASI ANGGARAN PER SKPD



No SKPD Jumlah

24 KECAMATAN SALAMAN 671.000.000

25 KECAMATAN BOROBUDUR 713.000.000

26 KECAMATAN NGLUWAR 507.000.000

27 KECAMATAN SALAM 526.500.000

28 KECAMATAN SRUMBUNG 554.000.000

29 KECAMATAN DUKUN 516.000.000

30 KECAMATAN SAWANGAN 545.776.000

31 KECAMATAN MUNTILAN 2.120.067.800

32 KECAMATAN MUNGKID 3.298.700.000

33 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.929.625.000

34 KECAMATAN TEMPURAN 625.000.000

35 KECAMATAN KAJORAN 600.000.000

36 KECAMATAN KALIANGKRIK 493.824.000

REKAPITULASI ANGGARAN PER SKPD



No SKPD Jumlah

37 KECAMATAN BANDONGAN 535.000.000

38 KECAMATAN CANDIMULYO 527.000.000

39 KECAMATAN PAKIS 564.000.000

40 KECAMATAN NGABLAK 557.000.000

41 KECAMATAN GRABAG 625.500.000

42 KECAMATAN TEGALREJO 645.250.000

43 KECAMATAN SECANG 1.886.638.000

44 KECAMATAN WINDUSARI 437.500.000

45 INSPEKTORAT 3.912.700.000

46 BAPPEDA DAN LITBANGDA 11.451.862.000

47 BPPKAD 25.079.527.800

48 BKPPD 10.438.011.000

JUMLAH 1.075.142.257.505

REKAPITULASI ANGGARAN PER SKPD



REKAPITULASI ANGGARAN PER BIDANG 

URUSAN

KODE BIDANG URUSAN ANGGARAN

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 753.158.064.320

01.01 Pendidikan 196.282.609.000

01.02 Kesehatan 346.663.601.146

01.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 172.670.365.074

01.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 8.490.460.000

01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat

21.298.934.000

01.06 Sosial 7.752.095.100

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 142.698.318.435

02.01 Tenaga Kerja 4.698.106.960

02.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 913.201.000

02.03 Pangan 1.314.271.850

02.05 Lingkungan Hidup 28.834.805.000

02.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 7.874.625.000

02.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.829.000.000

02.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.803.715.000

02.09 Perhubungan 44.493.664.000

02.10 Komunikasi dan Informatika 10.589.300.000



KODE BIDANG URUSAN ANGGARAN

02.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.583.303.100

02.12 Penanaman Modal 2.320.978.525

02.13 Kepemudaan dan Olah Raga 10.816.500.000

02.14 Statistik 1.010.000.000

02.15 Persandian 750.000.000

02.16 Kebudayaan 3.895.766.000

02.17 Perpustakaan 3.276.582.000

02.18 Kearsipan 694.500.000

3 Urusan Pilihan 65.186.602.150

03.01 Kelautan dan Perikanan 4.996.742.000

03.02 Pariwisata 14.701.715.000

03.03 Pertanian 21.826.312.150

03.06 Perdagangan 22.404.423.000

03.07 Perindustrian 1.257.410.000

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 114.616.772.600

04.01 Administrasi Pemerintahan 63.734.671.800

04.02 Pengawasan 3.912.700.000

04.03 Perencanaan 9.765.862.000

04.04 Keuangan 25.079.527.800

04.05 Kepegawaian 10.438.011.000

04.07 Penelitian dan Pengembangan 1.686.000.000

Jumlah 1.075.142.257.505

Lanjutan ..



HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN 

PERHATIAN

KOORDINATIF, KOMITMEN, KONSISTEN

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGAWASAN

Readines Criteria

PRINSIP PEMBANGUNAN

SKPD MENYEMPURNAKAN RENCANA AWAL RENJA

RA RENJA SKPD SBG DASAR MUSRENCANG KECAMATAN & FORUM SKPD

KEWENANGAN :

• PEMERINTAH PUSAT/PROV.  → ADVOKASI

• PEMERINTAH KABUPATEN → EKSEKUSI

• DESA → FASILITASI

WHY WHAT HOW

WHERE WHEN WHO

KEGIATAN STRATEGIS

SKPD MEMBERIKAN BAHAN PENYEMPURNAAN  RANWAL RKPD MENJADI 

RANCANGAN RKPD




